
  

LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK 

PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK 

NOMOR :   1  TAHUN  2009 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN  2009 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SOLOK, 

Menimbang  :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 

ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 

2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah 
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mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan 

bersama; 

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Anggaran dan Pendapatan dan Belanja (APBD) 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan 

perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Tahun 2009 yang dijabarkan kedalam 

Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan 

Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama 

antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada 

tanggal 24 November 2008; 
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Mengingat  : 
    

 

  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok 

Tahun Anggaran 2009; 

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil 

dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera 

Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan 

Pemerintahan Kotamadya Solok dan 

Kotamadya Payakumbuh; 

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang 

Pajak Bumi dan  Bangunan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, 
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Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1994   

Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3569); 

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 

246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 
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4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang 

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3688) ; 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan 

Bebas dari Kolusi, Korupsi          , Nepotisme  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3851); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4286) ; 
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